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Memperkuat proses pembuatan kebijakan 
penanggulangan kemiskinan berbasis data 
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       3. Penganggaran 
Merumuskan alokasi anggaran berdasarkan 

jenis dan volume program/kegiatan 

2. Perencanaan 
Menghasilkan indikasi intervensi program/ 

kegiatan berdasarkan analisis kemiskinan 

4. Monitoring 
Memantau progress program/kegiatan 

dari sisi penyerapan anggaran  

5. Evaluasi 
Mengukur efektivitas program  

dan kegiatan dibandingkan 

permasalahan kemiskinan 

1. Analisis Kemiskinan 
Menganalisis dan mendiagnosis 

kondisi kemiskinan suatu daerah 



KOLABORASI KERJA 
PENANGGULANGAN KEMISKINAN PERDESAAN 

BERBASIS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT 

BUMN 
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OPTIMALISASI 

DANA DESA 

JATIM PUSPA 

JATIM SATYA 
(Jawa Timur Sejahtera dan Mulya) 

Sebagai Payung Besar Penanggulangan 

Kemiskinan di Jawa Timur 

BIBIT JAMUR 

BANK 

RESTORASI 

DESA 

PEMBERDAYAAN 

UMKM 

PROGRAM 

SEKTORAL 

LAINNYA 

PKH  

PLUS 



STRATEGI  percepatan :  

OPTIMALISASI DANA DESA 
 Dana Desa untuk menurunkan tingkat pengangguran, kemiskinan dan 

meningkatkan ekonomi di perdesaan 

 Fakta s.d  2018 sebesar 85,4% digunakan untuk infrastruktur Desa dan hanya 

sebesar 12,9% untuk Pemberdayaan Masyarakat 

 Kegiatan pemberdayaan masyarakat terutama untuk penanggulangan kemiskinan 

dan pemberdayaan ekonomi perlu di tingkatkan, melalui : 

1. Pengawalan Musrenbang penyusunan APBDesa oleh Pendamping 

2. Surat Gubernur Tanggal 28 Pebruari 2019 No 411.2/2004/112.2/2019 tentang 

Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2019 kepada Bupati/Walikota agar 

alokasi Dana Desa didorong untuk kegiatan pemberdayaan masyarakat dan 

penanggulangan kemiskinan 

3. Mou dengan Bupati/Walikota untuk komitmen penggunaan Dana Desa minimal 

10% untuk penanggulangan kemiskinan dan diatur melalui PerBup/PerWali 

misalnya Dana Desa untuk Jambanisasi, stimulan modal usaha bagi RTM, 

bedah rumah, dll  

4. Optimalisasi Kinerja BUMDES 

 



JATIM 

PUSPA 
(Pemberdayaan Usaha Perempuan) 

2020 - 2024 2014 - 2019 



TUJUAN 1 

3 
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Mempercepat Penurunan 
 

TINGKAT KEMISKINAN 

& JUMLAH PENDUDUK MISKIN 
 

Melalui Perluasan Penanggulangan 
Kemiskinan Bersasaran (Targeted Program) 

MENINGKATKAN KEBERDAYAAN 

SOSIAL - EKONOMI 

RUMAH TANGGA MISKIN 
Keluar dari Kemiskinan 

MENINGKATKAN KETAHANAN SOSIAL - EKONOMI 

RUMAH TANGGA HAMPIR MISKIN 
Tidak Terjatuh ke Bawah Garis Kemiskinan 



SASARAN 

1 

2 

3 

4 

Diprioritaskan pada 15 Kabupaten 

Kantong Kemiskinan 

Fokus Sasaran: 
 KPM Graduasi PKH 

(Graduasi Mandiri Sejahtera) 

 KPM Percentil 8 - 12 

Memiliki Anggota Rumah 

Tangga Perempuan Usia 

Produktif (15-65 Tahun) 

Memiliki Anak Masih 

Sekolah 





Jawa Timur menyumbang penduduk rentan miskin 
terbesar di Indonesia 

Jika Garis Kemiskinan Naik 1,76 GK maka penduduk 
miskin Jatim menjadi 42,31% 

• Proporsi penduduk 

rentan lebih besar 

dibandingkan 

kelompok yang 

miskin 

• Jateng dan Jatim 

penyumbang 

terbesar penduduk 

rentan miskin di 

Indonesia 



KANTONG KEMISKINAN 
PROVINSI JAWA TIMUR 

1. SAMPANG     

2. SUMENEP     

3. BANGKALAN     

4. PROBOLINGGO     

5. TUBAN     

6. PAMEKASAN     

7. BONDOWOSO    

8. LAMONGAN  

9. BOJONEGORO     

10. SITUBONDO     

11. KEDIRI    

12. MALANG     

13. LUMAJANG     

14. JEMBER 

15. PASURUAN    

204.820 

218.600 

191.330 

217,060 

178.640 

125.760 

110.980 

164.000 

163.940 

  80.270 

177.200 

268.490 

103.690 

243.420 

152.480 

15 Besar 
 2.600.680  Jiwa 

60,01% 

10 Besar 
 1.655.400  Jiwa 

38,20% 

12 

MARET 2018 

4.333.590 Jiwa 

10,98% 

21,21% 

20,16% 

19,59% 

18,71% 

15,31% 

14,47% 

14,39% 

13,80% 

13,16% 

11,82% 

11,31% 

10,37% 

  9,98% 

  9,98% 

  9,45% 



KARAKTERISTIK 15 KANTONG KEMISKINAN: 

1. Indikator Kemiskinan (Po, P1, P2) wilayah Kantong Kemiskinan lebih tinggi 

dibandingkan wilayah lainnya 

2. Pendapatan per kapita dan belanja daerah per kapita di wilayah kantong 

kemiskinan jauh lebih rendah dibandingkan wilayah lainnya 

3. Dana yang terdistribusikan di desa & kelurahan di wilayah kantong 

kemiskinan 14,47% lebih tinggi dibandingkan wilayah lainnya 

4. Pada aspek perumahan, kondisi wilayah kantong kemiskinan lebih rendah 

dibandingkan wilayah lainnya 

5. Tingkat aksesibilitas menuju desa dan fasilitas kesehatan pada wilayah 

kantong kemiskinan relative lebih sulit dibandingkan lainnya 

6. Aspek Pendidikan, kondisi wilayah kantong kemiskinan lebih rendah 

dibandingkan wilayah lainnya 

7. Cakupan layanan sumber air minum layak, telekomunikasi, pengiriman & 

LPG lebih rendah di wilayah kantong kemiskinan 

8. Jumlah kepala rumah tangga yang tidak bersekolah di wilayah kantong 

kemiskinan lebih tinggi dibandingkan wilayah lainnya 

9. Tingkat pengangguran di wilayah kantong kemiskinan cukup tinggi 

Sumber: Paparan TNP2K 2019 



Masih sedikit penduduk miskin bekerja dengan 

pendapatan yang rutin 

Penciptaan Usaha 

Ekonomi Produktif bagi 

Rumah Tangga Miskin 

dan Rentan Miskin 

menjadi sangat penting 

untuk dalam 

Penanggulangan 

Kemiskinan Perdesaan 



KRITERIA RUMAH TANGGA SASARAN 

1 KPM PERCENTIL 8-12 

KPM 

GRADUASI 

PKH 

GRADUASI 

MANDIRI 

SEJAHTERA 

15 KAB 
KANTONG 
KEMISKINAN 

KPM GRADUASI PKH 

537.622 

466.979 

216.807 

PERCENTIL 8-12 

MEMILIKI ART 

PEREMPUAN USIA 

PRODUKTIF 

MEMILIKI 

ANAK MASIH 

SEKOLAH 

15 KAB 
KANTONG 
KEMISKINAN 

143.525 
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PEMBERDAYAAN KPM MELALUI: 

 Identifikasi Kebutuhan dan potensi  

 Stimulus Modal Usaha Ekonomi Produktif 

 Pendampingan Usaha KPM oleh Pendamping Desa dan 

Pendamping Lokal Desa  

 Pelatihan Peningkatan Kapasitas Usaha KPM 

 Pemasaran Produk KPM 

 Menciptakan Jaringan Usaha KPM  

 Fasilitasi Pinjaman Murah dan Mudah Untuk Pengembangan 

Usaha KPM 

RUANG LINGKUP KEGIATAN 

1 

2 

3 PENDAMPINGAN PROGRAM 

Pemberian Bantuan Sosial untuk Modal Usaha kepada KPM 

@ Rp. 2.500.000,- 
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Kuintil 1 Kuintil 2 Kuintil 3 Kuintil 4 Kuintil 5

Akses Layanan Keuangan di Provinsi Jawa Timur 

Lainnya

Bumdes

KUBE

Leasing

Pegadaian

Kredit Perorangan dengan bunga

Kredit Koperasi

BPR

Bank Umum

KUR

Penduduk di Jatim mengakses layanan keuangan 

dengan KUR, namun aksesnya rendah untuk kuintil 1 

Akses layanan keuangan untuk KUR dan Bank 
Umum penduduk miskin diperkuat dan ditingkatkan 





RUANG LINGKUP KEGIATAN BIBIT JAMUR BANK 

BIMBINGAN TEKNIS KETRAMPILAN USAHA BAGI RUMAH 

TANGGA SASARAN 

 Dilakukan oleh DPMD Jatim, Bank, Swasta, Lainnya 

 Pelatihan disesuaikan dengan kebutuhan RTS  

 Dilakukan di lokasi terdekat dari tempat tinggal RTS 

 Bertujuan untuk meningkatkan Kapasitas Usaha RTS (Kualitas 

produk, pemasaran, dan jaringan usaha) 

2 

3 PINJAMAN MURAH MELALUI BANK 

 Fasilitasi RTS terhadap akses pinjaman murah melalui bank  

 Melatih rasa tangung jawab terhadap kelangsungan usaha RTS 

(Going Concern)  

1 BIMBINGAN TEKNIS PELESTARIAN PROGRAM BAGI 

PENDAMPING DESA 

 Identifikasi RTS yang usahanya masih Feasible 

 Mekanisme akses pinjaman murah melalui Bank  



RESTORASI 
DESA 

Program 
Peningkatan 

Usaha 
Ekonomi 

Desa/ 
Kelurahan 

Program 
Peningkatan 

Kapasitas 
Lembaga 

Kemasyarak
atan 

Desa/Kel 

Program 
Peningkatan 

Kapasitas 
Pemerintahan 

Desa 

Program 
Peningkatan 
Kerjasama 

Desa 

RESTORASI 

DESA 

 Klinik BUMDesa 

 Kampoeng Kreasi 

 Video Kreatif 

 SIDO PINTER 

 Garasi PUEM 

 Restorasi Pasar Desa 

 Pemberdayaan 

Masyarakat Desa 

Tertinggal 



“Pendampingan Desa adalah Kegiatan untuk melakukan tindakan Pemberdayaan 
Masyarakat melalui Asistensi, Pengorganisasian, Pengarahan dan Fasilitasi 
Desa” 

DEFINISI 

(Pasal 1 Ayat 14 Permendesa No 3 / 2015 tentang Pendampingan Desa) 

TUJUAN 

Meningkatkan Kapasitas, Efektivitas dan Akuntabilitas 
Pemerintahan Desa dan Pembangunan Desa 

Meningkatkan Prakarsa, Kesadaran dan Partisipasi 
Masyarakat Desa dalam Pembangunan Desa yang 
Partisipatif 

Meningkatkan Sinergi Program Pembangunan Desa 
Antar Sektor 

Mengoptimalkan Aset Lokal Desa secara Emansipatoris 

3 

4 

2 

1 

(Pasal 2 Permendesa 
No 3 / 2015 tentang 
Pendampingan 
Desa) 

OPTIMALISASI PENDAMPINGAN DALAM 

RESTORASI DESA 



PERAN KADER PEMBERDAYAAN MASYARAKAT 

DALAM PEMBANGUNAN DESA 
(Pasal 19 Permendesa No 3 / 2015 tentang Pendampingan Desa) 

Pembangunan, 
Pemanfaatan dan 

Pemeliharaan 
Infrastruktur Desa 

Pembangunan, 
Pemanfaatan dan 

Pemeliharaan 
Sarpras Kesehatan 

Pembangunan, 
Pemanfaatan dan 

Pemeliharaan 
Sarpras Pendidikan 

& Kebudayaan 

Pelestarian 
Lingkungan Hidup 

Pengembangan 
Usaha Ekonomi 

Produktif 

Pembentukan dan 

Pengembangan 

BUMDesa 

Kader 
Pemberdayaan 
Masyarakat 

Desa 
Mendampingi 
Kepala Desa 
dalam Hal 

Pengorganisasian 
Pembangunan 

Desa 



 



 



 



PROFIL PENERIMA MANFAAT PROGRAM PEMBERDAYAAN 







TERIMA KASIH 


